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ABSTRAK

: bahwa dalam rangka untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara

di lingkungan KPU Kabupaten Jepara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, perlu dilakukan pengendalian terhadap grafitikasi;

bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun
2015 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU, dijelaskan bahwa pengendalian
gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran KPU, PPK, PPS,PPLN, KPPS,
dan KPPSLN;
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (LNRI Tahun 2008 Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2021 Nomor 202,
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54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (LNRI Tahun 2018 Nomor
108); Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi,
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2018 Nomor 196); Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
671); Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan KPU; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan KPU Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/X/2021 diatur tentang:
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten
Jepara.
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